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KATA PENGANTAR 

 
 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 dapat di 

selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kota Bontang disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut 

didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi  No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata 

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Penyusunan laporan ini merupakan upaya Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan 

Organisasi Perangkat Daerah selama tahun 2021, sebagai konsistensi terhadap 

komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata 

pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 memuat 

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program 

dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi.  

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kota Bontang dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. 

Hasil pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras 

semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam 

perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir 

kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua  pihak yang telah memberikan 

dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik . 

 

         

                                                                                Bontang, ……….............   2021 

            Kepala badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 

                              Drs Ibnu Gunawan,M.Si 

        NIP. 19690917 199003 1 009 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

 

   Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen 

perencanaan tahunan Perangkat Daerah, sebagai implementasi dari pentahapan 

rencana strategis perangkat daerah. Renja perangkat daerah memuat kebijakan, 

program, kegiatan pembanguna baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah 

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

Rancangan renja perangkat daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal 

RKPD, Renstra perangkat daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 

periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang 

berasal dari masyarakat. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang 

merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun. Penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu agenda utama dalam 

siklus pelaksanaan pembangunan tahunan. Sebagai dokumen perencanaan yang 

menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Penyusunan Rencana 

Kerja Perangkat Daerah, Penyusunan RKPD menjadi sangat strategis dalam menjamin 

sinergitas antara proses perencanaan dengan proses penyusunan anggaran. 

Sinkronisasi dan kesesuaian antara Program/kegiatan dalam RKPD, Renja Perangkat 

Daerah dan APBD sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan dan 

mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 yang 

menggantikan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2021 yang berfungsi sebagai dokumen 

perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi 

pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang 

tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan 

Renja Perangkat Daerah. 

Badan Kesbangpol dalam amanat Undang-Undang no. 23 Tahun 2014 dalam 

urusan pemerintahan umum kewenangan kepala pemerintahan mempunyai 

kepentingan untuk meningkatkan karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai 
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pancasila, UUD 1945 dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa 

dan bernegara, di dalam pelaksanaannya Bupati/ Walikota dibantu oleh instansi 

vertikal Kemendagri.   

Badan Kesbangpol Kota Bontang sebagai organisasi perangkat daerah  pada 

Tahun 2021  menyusun Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kota Bontang Tahun 2022. 

Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kota Bontang Tahun 2022, merupakan rencana 

pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Tujuan, 

Sasaran, Strategi dan kebijakan Badan Kesbangpol Kota Bontang Tahun 2021 - 2026 

seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kota Bontang 

Tahun 2021 – 2026. 

Dalam rencana kerja Badan Kesbangpol tahun 2022 telah ditetapkan kinerja 

yang akan dicapai untuk seluruh indicator kinerja juga ditetapkan nilai kuantitatif yang 

dijadikan dasar pengukuran keberhasilan pada akhir periode pelaksanaannya. 

Rencana kerja menjelaskan berkaitan antara kegiatan dan sasaran, kebijakan dengan 

programnya dan keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh 

organisasi dalam hal ini Badan Kesbangpol Kota Bontang. 

 

1.2 LANDASAN HUKUM 

 

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kota BontangTahun 

2022 adalah : 

a. Undang-undang nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten nunukan, 

malinau, kutai barat, kutai timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 

Nomor 175, tambahan lembaran negara RI Nomor 3839) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (lembaran negara RI Tahun 2000 

Nomor 74, tambahan lembaran negara RI nomor 3962); 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

c. Undang- Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

d. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Pengganti Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian 

dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah 
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tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJMD dan rencana kerja 

pemerintah daerah. 

f. Peraturan Kementrian Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, 

kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. 

g. Peraturan Kementrian Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2021 tentang pedoman 

penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 

h. Peraturan daerah Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 

tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 

i. Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 58 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik. 

j. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2022. 

k. Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang Tahun 2021 sd 

2026. 

 

1.3  MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kota Bontang Tahun 2022 dimaksudkan 

menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan 

pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesbangpol 

Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022. 

Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja tahun 2022 yaitu adalah : 

1. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja 

daerah tahun 2022 serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara 

daerah. 

2. Acuan Badan Kesbangpol dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Kota Bontang 

Tahun 2022 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka 

mencapai visi dan misi Pemerintah Kota. 

3. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 

pembangunan di tahun 2022. 

 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

  

   Sistematika penulisan rencana kerja Badan Kesbangpol Tahun 2022 

adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 



[Pick the date] 

P a g e  4 | 44 
 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 
. 
BAB II  EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 

2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian 
Renstra Perangkat Daerah. 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. 

2.3.  Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.  

2.4.  Penelaahan Usulan ( Anggaran ) Kegiatan Masyarakat. 
 
BAB III  TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1.  Telaahan terhadap kebijakan Nasional. 

3.2.  Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah  

3.3.  Program dan Kegiatan 
 

BAB IV PENUTUP 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA  
BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021 

 

 

2.1  EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD 

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun lalu dan 

pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengindentifikasi 

sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan 

kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan 

kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang 

dihadapi. 

Pengukuran Capaian kinerja atas sasaran strategis dalam perjanjian kinerja 

tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :  

Tabel 2.1.1 

Sasaran, Indikator Sasaran, Target dan Realisasi 2021 Badan Kesbangpol Kota Bontang 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Meningkatnya 
keamanan dan 

ketertiban umum serta 
keharmonisan dan 
kualitas kehidupan 

sosial masyarakat baik 
antar suku, agama dan 

golongan 

Presentasi Penurunan 
jumlah peristiwa 

gangguan keamanan 
dalam negeri berlatar 

belakang ideologi 
radikal, isu separatisme, 
sumber daya ekonomi 
(sengketa lahan dan 
sumber daya alam) 

Persen 57,14 69,64 >100 

2 

Meningkatnya 
kesadaran dan 
pemahaman 

masyarakat tentang 
kehidupan berpolitik 

demi terwujudnya 
stabilitas kehidupan 

berdemokrasi 

Persentase pembinaan 
politik terhadap 

aparatur dan 
masyarakat di daerah 

Persen 88,89 77,78 
>100 

 

3 

Meningkatnya 
pemahaman 

masyarakat terhadap 
idiologi bangsa, 

wawasan kebangsaan, 
dan bela negara 

Persentase pembinaan 
terhadap masyarakat 

tentang Ideologi 
Negara,    wawasan 

kebangsaan dan bela 
negara 

Persen 

 

2,16 

 

1,29 >100 
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Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi unit organisasi.  Berdasarkan Data diatas bahwa pada 

Sasaran Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2021 memuat sasaran strategis pada 

masing-masing bidang di Badan Kesbangpol yaitu Bidang Kewaspadaan Nasional dan 

Penanganan Konflik, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dan 

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budidaya, 

Agama.  Secara garis besar capaian realisasi pada indikator kinerja Badan Kesbangpol 

mencapai 100% bahkan capaiannya di posisi diatas 100%. Hal ini menunjukkan 

pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesbangpol mencapai target sesuai dengan 

Rencana Kinerja Tahunan yang telah dibuat dan Perjanjian Kinerja antara Kepala 

Daerah dengan Kepala Badan.   

Pada sasaran 1, dengan indikator kinerja Presentasi penurunan jumlah 

peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu 

separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam), telah 

ditetapkan 13 (tiga belas) peristiwa gangguan keamanan dengan kriteria peristiwa 

sebagai berikut : 

1. Peristiwa berlatar belakang ekonomi (Lahan) sebanyak 7 peristiwa 

2. Peristiwa berlatar belakang sara sebanyak 2 peristiwa 

3. Peristiwa berlatar belakang ekonomi (tenaga kerja) sebanyak 3 peristiwa 

4. Peristiwa berlatar belakang ekonomi sebanyak 2 peristiwa 

Target tahun 2022 peristiwa yang harus terselesaikan sebanyak 6 peristiwa di 

tahun 2022.  Berdasarkan realisasi pada tahun 2021, jumlah peristiwa yang 

terselesaikan dari 14 peristiwa yaitu sebanyak 5 peristiwa yaitu : 

1. Peristiwa berlatar belakang ekonomi (Lahan) sebanyak 2 peristiwa 

2. Peristiwa berlatar belakang sara sebanyak 1 peristiwa 

3. Peristiwa berlatar belakang ekonomi (tenaga kerja) sebanyak 1 peristiwa 

4. Peristiwa berlatar belakang ekonomi sebanyak 1 peristiwa 

Berdasarkan analisis diatas, capaian program dan kegiatan yang mendukung 

keberhasilan indikator dari sasaran strategis no.1 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.1.2 
Capaian Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 1 

No Program Capaian Program Kegiatan Capaian Kegiatan Ket 

1 Program Peningkatan 
Kewaspadaan 
Nasional Dan 
Peningkatan Kualitas 
Dan Fasilitasi 
Penanganan  Konflik 
Sosial 

Meningkatnya 
keamanan dan 
ketertiban umum 
serta keharmonisan 
dan kualitas 
kehidupan sosial 
masyarakat baik 
antar suku, agama 
dan golongan 

Perumusan  
Kebijakan  
Teknis  dan  
Pelaksanaan 
Pemantapan      
Kewaspadaan      
Nasional      
dan 
Penanganan  
Konflik Sosial 

Jumlah Dokumen 
Program Kerja di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerja 
Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja  
Asing dan Lembaga 
Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di 
Daerah yang Disusun. 

 

 

Pada sasaran ke 2,  berdasarkan realisasi tahun 2021 lebih besar dari target yang 

telah ditentukan yaitu 88,89%. Realisasi tersebut memuat pembinaan politik kepada 

aparatur dan masyarakat dengan target 800 orang selama tahun 2021 yaitu sebesar 77,78%.  

 

Tabel 2.1.3 

Capaian Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 2 

 
No Program Capaian Program Kegiatan Capaian Kegiatan Ket 

1 Program 
peningkatan peran 
partai politik dan 
lembaga pendidikan 
melalui pendidikan 
politik dan 
pengembangan 
etika serta budaya 
politik 

Terlaksananya pem 
binaan politik  
terhadap aparatur 
dan masyarakat di 
daerah sebesar 
56% 

Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 
Pelaksanaan 
Bidang 
Pendidikan 
Politik, Etika 
Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, 
Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan 
Situasi Politik 

Terlaksananya verifikasi 
banpol, ruang layanan 
konsultasi, rapat 
internal, dan Pendidikan 
politik oleh partai  
sebanyak 300 orang 
dalam 6 kegiatan 

 

2 Program 
pemberdayaan dan 
pengawasan 

Terlaksananya 
pembinaan 
Pembinaan 

Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 

Jumlah Dokumen 
Program Kerja di Bidang 
Pendaftaran Ormas, 
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organisasi 
kemasyarakatan 

terhadap LSM, 
Ormas dan OKP 

Pelaksanaan 
Bidang 
Pemberdayaan 
dan Pengawasan 
Organisasi 
Kemasyarakatan 

Pemberdayaan Ormas, 
Evaluasi dan Mediasi 
Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 
yang Disusun 

 

Sasaran ketiga dengan indikator Persentase pembinaan terhadap masyarakat tentang 

Ideologi Negara,  wawasan kebangsaan dan bela negara, bahwa pembinaan ini diberikan 

kepada masyarakat yang produktif yaitu pada umur 15 sd 54 tahun dengan data statistik 

sebanyak 114.853 orang se-Kota Bontang. Target untuk tahun 2021 sebanyak 715  orang 

untuk diberikan pembinaan tentang Ideologi Negara,  wawasan kebangsaan dan bela negara. 

Sedangkan realisasinya adalah sebanyak 1.480 orang dengan capaian 1,29%. 

 

Tabel 2.1.4 

Capaian Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 3 
 

 

No Program Capaian Program Kegiatan Capaian Kegiatan Ket 

1 Program  
penguatan  ideologi  
pancasila 
Dan karakter 
kebangsaan 

Tersusunnya 
Program Kerja di 
Bidang Ideologi 
Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter 
Bangsa, 
Pembauran 
Kebangsaan,  
Bineka Tunggal Ika 
dan Sejarah 
Kebangsaan 

Perumusan  
Kebijakan  
Teknis  dan  
Pemantapan 
Pelaksanaan   
Bidang   
Ideologi   
Pancasila   
dan 

Karakter 
Kebangsaan 

Jumlah Dokumen 
Program Kerja di 
Bidang Ideologi 
Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka  
Tunggal  Ika  dan  
Sejarah  Kebangsaan 

yang Disusun 

 

2 program  
pembinaan  dan  
pengembangan 
ketahanan 
ekonomi, sosial, 
dan budaya 

Tersusunnya 
Program Kerja di 
Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, 
Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah 

Perumusan  
Kebijakan  Teknis  
dan  Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ketahanan Ekonomi, 
Sosial dan Budaya 

Jumlah Dokumen 
Program Kerja di 
Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah yang Disusun 
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2.2   ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah adalah merupakan kajian terhadap 

capaian kinerja pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bontang sesuai dengan dokumen renstra 

Badan Kesbangpol 2021 – 2026 yang disusun selaras dengan dokumen RPJMD Kota 

Bontang 2021 – 2026. Berdasarkan pada RPJMD Kota Bontang pada Sasaran Strategis 

Badan Kesbangpol Tahun 2021  memuat sasaran strategis pada masing-masing bidang di 

Badan Kesbangpol yaitu Bidang Ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi 

sosial budaya dan agama, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dan 

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakat. 

Analisis Capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 

Bontang periode tahun 2021 – 2026 dapat dilihat dari capaian indicator kinerja, yaitu 

dengan membandingkan realisasi target indicator dengan target yang telah ditetapkan, 

adalah sebagai berikut  :
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Tabel  2.2.1 

 

PENCAPAIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BONTANG  

                     

N
o 

Indikator Kinerja 
Sesuai Tugas dan 
Fungsi Reangkat 

Daerah 

Target 
SPM 

Tar
get 
IKU 

Target 
Indikator 
Lainnya 

Target Renstra Tahun ke n Target Capaian Tahun ke n 
Rasio Capaian pada Thun ke n ( % 

) 
Ket 

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 

Berkurangnya 
Peristiwa Gangguan 
Keamanan yang 
berlatar belakkang 
Ideologi radikal, Isu 
Separatisme, Isu 
Sara dan 
Sumberdaya 
Ekonomi   

14 
Keja
dian 

  

5    
Peristiwa 

6   
Peristi

wa 

6   
Peristi

wa 

7   
Peristi

wa 

7   
Peristi

wa 

5   
Peristi

wa 

6   
Peristi

wa 

6   
Peristi

wa 

7   
Peristi

wa 

7   
Peristi

wa 
36 43 43 50 50 

  

2 

Meningkatnya 
kesadaran dan 
pemahaman 
masyarakat tentang 
kehidupan berpolitik 
demi terwujudnya 
stabilitas kehidupan 
berdemokrasi   

10 
Kegi
ata
n 

  

10 
Kegiata

n 

11 
Kegiat

an 

12 
Kegiat

an 

13 
Kegia
tan 

13 
Kegia
tan 

2 
Kegia
tan 

 4 
Kegia
tan 

4 
Kegia
tan 

6 
Kegia
tan 

8 
Kegia
tan 

20 40 40 60 80   
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3 

Meningkatnya 
pemahaman 
masyarakat 
terhadap idiologi 
bangsa, wawasan 
kebangsaan, dan 
bela negara   

200
0  

Ora
ng 

  

715  
Orang 

750  
Orang 

1000  
Orang 

1250  
Orang 

1750  
Orang 

715  
Orang 

750  
Orang 

1000  
Orang 

1250  
Oran

g 

1750  
Orang 

36 36 50 63 88 
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Berdasarkan tabel diatas tersebut diatas, maka analisis kinerja pelayanan Realisasi 

Keuangan Persasaran telah teranggarkan sesuai Program dan Kegiatan yang terencana di 

Tahun 2021. Realisasi belanja langsung dan tidak langsung pada Badan Kesbangpol Kota 

Bontang sampai dengan 31 Desember 2021 Total Anggaran Setelah Perubahan yaitu sebesar 

Rp. 11.216.561.188,00 dengan Realisasi Belanja Operasi dan modal sampai dengan 31 

Desember 2021 untuk Belanja tidak langsung dan langsung sebesar Rp. 9.563.389.113,00,-, 

dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 2.2.2 

Belanja Operasi dan Modal  

 

 

 

 

 

 

 

Rincian realisasi anggaran per program sesuai dengan perjanjian kinerja dapat 

terlihat terinci pada tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 2.2.3 

Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja 

 

No Indikator Kinerja Target 
(%) 

Realisasi 
(%) 

Nama Program Pagu (Rp) Realisasi (Rp) 

1 Presentasi 
penurunan jumlah 
peristiwa gangguan 
keamanan dalam 
negeri berlatar 
belakang ideologi 
radikal, isu 
separatisme, sumber 
daya ekonomi 
(sengketa lahan dan 
sumber daya alam) 

57,14 69,64 program 
peningkatan 
kewaspadaan 
nasional dan 
peningkatan 
kualitas dan 
fasilitasi 
penanganan 
konflik sosial 
 

765.237.790,00 605.479.545,00 

2 Persentase peran 
partai politik dan 
lembaga pendidikan 

88,89 77,78 program 
peningkatan peran 
partai politik dan 
lembaga 
pendidikan 
melalui 

773.428.636,00 721.069.350,00 

No. Uraian Realisasi 

5.1.01 Belanja Pegawai 4.264.911.135,00 

5.1.02 Belanja Barang 
dan Jasa 

3.872.238.428,00 

5.2.02 Belanja Modal 786.859.600,00 

5.1.05 Belanja Hibah 639.379.950,00 

JUMLAH 9.563.389.113,00 
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pendidikan politik 
dan 
pengembangan 
etika serta budaya 
politik 

 

    Program 
Pemberdayaan 
Dan Pengawasan 
Organisasi 
Kemasyarakatan 

155.289.181,00 125.487.330,00 

3 Persentase 
pembinaan terhadap 
masyarakat tentang 
Ideologi Negara,    
wawasan 
kebangsaan dan 
bela negara 

2,16 1,29 Program 
penguatan 
ideologi 
pancasila dan 
karakter 
kebangsaan 

625.815.466,00 554.089.234,00 

    Program 
Pembinaan Dan 
Pengembangan 
Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Dan Budaya 

930.771.527,00 804.939.130,00 

    Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

7.966.018.588,00 6.752.324.524,00 
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Tabel 2.2.4 
Realisasi Anggaran berdasarkan Program  

 

 

Kode

Urusan Bidang Urusan 

Pemerintahan Daearh dan 

Prodram Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ 

Kegiatan

Unit Perangkat 

Daerah Penanggung 

Jawab

K Rp Rp

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan layanan 

penunjang urusan pemerintahan 

daerah
100% 7.966.018.588,00 84,76 % 6.752.324.524,00        

Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik

2
PROGRAM PENGUATAN 

IDEOLOGI PANCASILA DAN 

KARAKTER KEBANGSAAN

Prosentase masyarakat yang 

mengikuti penguatan 

ideologi pancasila dan 

karakter kebangsaan

36% 625.815.466,00 88,54 % 554.089.234,00
Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik

3

PROGRAM PENINGKATAN PERAN 

PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA 

PENDIDIKAN MELALUI 

PENDIDIKAN POLITIK DAN 

PENGEMBANGAN ETIKA SERTA 

BUDAYA POLITIK

Persentase peran partai 

politik dan lembaga 

pendidikan

56% 773.428.636,00 93,23 % 721.069.350,00
Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik

4
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 

PENGAWASAN ORGANISASI 

KEMASYARAKATAN

Persentase pembinaan 

terhadap LSM, Ormas dan 

OKP

43% 155.289.181,00 80,81 % 125.487.330,00
Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik

5
PROGRAM PEMBINAAN DAN 

PENGEMBANGAN KETAHANAN 

EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Persentase Peningkatan 

pembinaan bidang ketahanan 

ekonomi, sosial dan budaya 

67% 930.771.527,00 86,48 % 804.939.130,00
Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik

6

PROGRAM PENINGKATAN 

KEWASPADAAN NASIONAL DAN 

PENINGKATAN KUALITAS DAN 

FASILITASI PENANGANAN 

KONFLIK SOSIAL

Persentase Penanganan 

Konflik Nasional dan 

Penanganan Konflik Sosial

100% 765.237.790,00 79,12 % 605.479.545,00
Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik

Target Kinerja dan Anggaran 

Renja Perangkat Daerah 

Tahun Berjalan yang di 

Evaluasi ( 2021 )

Target Capaian Kinerja dan 

Realisasi Anggaran RKPD 

Perangkat Daerah Tahun 2021

K
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2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 

Sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Walikota di bidang Kesatuan 

Bangsa, demokrasi, Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Bontang memiliki peran 

penting dalam pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, karena 

dalam membangun tentunya sangat diperlukan suatu situasi dan kondisi sosial politik 

yang kondusif, selain itu kesamaan pola pikir masyarakat yang bernilai kebangsaan 

yang kuat tentunya juga sangat diperlukan agar tercipta saling toleransi, menghargai 

dan penanaman nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  Selain itu Badan Kesbangpol merawat Kesatuan 

Bangsa melalui kepekaan dan cegah dini untuk membangun Demokrasi yang 

bermartabat dan elegan. 

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol dan akar permasalahan 

pembangunan daerah yang secara umum dirasakan oleh masyarakat, maka 

permasalah pembangunan di Kota Bontang – khususnya yang berkaitan dengan 

aspek Kesbangpol dapat diidentifikasi berdasarkan fakta atau kondisi aktual 

kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti : 

1) Lunturnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa sehingga kecendrungan terdapat 

pergeseran dalam nilai-nilai budaya Indonesia. 

2) Keengganan dalam merefleksikan dan mengartikulasikan nilai-nilai luhur budaya dan 

nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup Bangsa Indonesia. 

3) Euforia demokrasi secara berlebihan. 

4) Masih minimnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, beretika 

dan bermoral bangsa dalam peran serta pembangunan. 

5) Meningkatnya gangguan keamanan yang berlatar belakang ideologi radikal, isu 

separatisme dan sumber daya ekonomi. 

6) Meningkatnya jumlah penyakit masyarakat akibat masuknya budaya dari luar dan 

kurangnya aturan secara tegas dalam pemberantasannya. 

7) Rendahnya koordinasi antar pihak dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang 

timbul. 

8) Belum optimalnya ormas, kelompok kepentingan dan partai politik menjalankan 

peran dan fungsi politik dalam masyarakat. 

9) Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga politik di daerah karena ketersediaan 

sumber daya belum sepenuhnya terdukung. 
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10) Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan dalam masyarakat antara 

lain disebabkan oleh rendahnya kesadaran warga Negara tentang hak dan kewajiban 

warga Negara, kesadaran hukum dan pendidikan politik. 

11) Belum optimalnya kerjasama antara pemerintah, LSM dan masyarakat untuk 

pengembangan  wawasan kebangsaan. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih 

rendahnya komitmen ormas dan LSM tentang wawasan kebangsaan. 

12) Belum optimalnya pendidikan politik sehingga partisipasi masyarakat terhadap politik 

rendah. 

2.4. TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD  

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan 

antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan 

analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra 

OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD.   

  Rancangan awal RKPD tahun 2022 pada prosesnya dilaksanakan 

berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang 

klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan 

daerah dan Peraturan Kementrian Dalam Negeri nomor 40 tahun 2020 tentang 

pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 yaitu dengan 

total rancangan awal RKPD dan   hasil analisis   kebutuhan   di tahun 2022  jumlah 

anggaran sebesar Rp. 11.780.000.000,00,- dimana enam program yaitu diantaranya : 

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  

b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 

c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui 

Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 

d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 

f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan 

Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 

Kegiatan yang memfasilitasi tusi Badan Kesbangpol memuat 12 ( Dua Belas ) bentuk 

kegiatan  Tiga Puluh sub kegiatan yaitu diantaranya : 

a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memuat 2 sub kegiatan 

b. Administrasi Keuangan memuat 3 sub kegiatan 

c. Administrasi Kepegawaian  Perangkat Daerah memuat 2 sub kegiatan 

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah memuat 5 sub kegiatan 
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e. Pengadaan Barang milik daerah oenunjang urusan Pemerintah Daerah memuat 1 

sub kegiatan 

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memuat 3 sub 

kegiatan. 

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

memuat 3 sub kegiatan  

h. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi 

Pancasila dan Karakter Kebangsaan memuat 2 Sug kegiatan 

i.  Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan 

Politik, Etika Budaya memuat 2 Sug kegiatan. 

j. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan memuat 2 sub 

kegiatan 

k. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan 

Ekonomi, Sosial Dan Budaya memuat 3 sub kegiatan 

l. Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan 

Nasional dan Penanganan Konflik Sosial memuat 2 sub kegiatan 

 

2.5. PENELAAHAN USULAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN  

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang menambah usulan 

Anggaran program kegiatan   yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari 

kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan. Usulan Anggaran Program 

kegiatan  dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 2.5.1 

Usulan Anggaran Tahun 2022 

 

Unit Ornanisasi : 
8. 01. 0. 00. 0. 00. 31. 0000  Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik  

   

  
  Sub Unit 

Organisasi 
: 

8. 01. 0. 00. 0. 00. 31. 0000  Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik  

   

  
  

       
 

 
 

   

  
  

Kode 
Urusan/Bidang 

Urusan/ Kegiatan / 
Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 
Catatan 
Penting 

Capaian 
Program 

Keluaran 
Sub 

Kegiatan 

Hasil 
Kegiatan 

Lokasi 
Output 

Kegiatan 

Target Capaian Kinerja 
Pagu Indikatif          ( Rp 

) 
Sumber 

Dana  

Program 
Keluaran 

Sub 
Kegiatan 

Hasil 
Kegiatan    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8         URUSAN PEMERINTAHAN UMUM     11.780.000.000,00  
    

8 01       BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK     11.780.000.000,00  PAD  Kota 
Bontang   

8 01 01     PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAK KABUPATEN/KOTA       8.054.449.751,00  PAD  Kota 
Bontang   

8 01 01 2.01   
Perencanaan,     Penganggaran,     dan     Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

            60.000.000,00  PAD  Kota 
Bontang   

8 01 01 2.01 01 
Penyusunan 
Dokumen 

  Dokumen   
Kota 

Bontang 
  1 dokumen               25.000.000,00  

PAD  Kota 
Bontang   
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Perencanaan 
Perangkat Daerah 

8 01 01 2.01 02 

Koordinasi dan 
penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD   

Laporan 

  

Kota 
Bontang 

  

1 Laporan 

  

            35.000.000,00  
PAD  Kota 
Bontang 

  

8 01 01 2.02 
  

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah       4.371.102.986,00  
PAD  Kota 
Bontang   

8 01 01 2.02 
01 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN   

orang 
  

Kota 
Bontang   

25 orang 
  

      4.357.102.986,00  
PAD  Kota 
Bontang   

8 01 01 2.02 04 
Koordinasi dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD   

Laporan 
  

Kota 
Bontang   

1 Dokumen 
  

               5.000.000,00  
PAD  Kota 
Bontang   

8 01 01 2.02 05 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD   

Laporan 

  

Kota 
Bontang 

  

5 Laporan 

  

               4.500.000,00  
PAD  Kota 
Bontang 

  

8 01 01 2.02 08 

Penyusunan 
Pelaporan dan 
Analisis Prognosis 
Realisasi Anggaran   

Dokumen 

  

  

  

1 dokumen 

  

               4.500.000,00  
PAD  Kota 
Bontang 

  

8 01 01 2.05 
  

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah           530.000.000,00  
PAD  Kota 
Bontang   

8 01 01 2.05 02 
Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya   

Paket 
  

Kota 
Bontang   

43 Paket 
  

          350.000.000,00  
PAD  Kota 
Bontang   

8 01 01 2.05 09 

Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi   

orang 

  

Kota 
Bontang 

  

17 orang 

  

          180.000.000,00  
PAD  Kota 
Bontang 
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8 01 01 2.07 
  

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah           265.690.000,00  
PAD  Kota 
Bontang   

8 01 01 2.07 11 

Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya   

Unit 

  

Kota 
Bontang 

  

2 Unit 

  

          265.690.000,00  
PAD  Kota 
Bontang 

  

8 01 01 2.09 
  

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           278.465.000,00  
PAD  Kota 
Bontang   

8 01 01 2.09 01 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan   

unit 

  

Kota 
Bontang 

  

16 unit 

  

          193.170.000,00  
PAD  Kota 
Bontang 

  

8 01 01 2.09 02 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, 
dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan   

unit 

  

Kota 
Bontang 

  

16 unit 

  

            22.000.000,00  
PAD  Kota 
Bontang 

  

8 01 01 2.09 06 
Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya   

Unit 
  

Kota 
Bontang   

3 Unit 
  

            63.295.000,00  
PAD  Kota 
Bontang   

8 01 01 2.08 
  

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           697.435.600,00  
PAD  Kota 
Bontang   

8 01 01 2.08 01 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat   

Laporan 
  

Kota 
Bontang   

950 Laporan 
              10.000.000,00  

PAD  Kota 
Bontang   
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8 01 01 2.08 02 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik   

Laporan 
  

Kota 
Bontang   

12 Laporan 
  

            54.650.000,00  
PAD  Kota 
Bontang   

8 01 01 2.08 04 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor   

Laporan 
  

Kota 
Bontang   

16 Laporan 
  

          632.785.600,00  
PAD  Kota 
Bontang   

8 01 01 2.06 
  

Administrasi Umum Perangkat Daerah       1.851.756.165,00  
PAD  Kota 
Bontang   

8 01 01 2.06 02 
Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor   

Paket 
  

Kota 
Bontang   

38 Paket 
  

          577.339.104,00  
PAD  Kota 
Bontang   

8 01 01 2.06 03 
Penyediaan 
Peralatan Rumah 
Tangga   

Paket 
  

Kota 
Bontang   

3 Paket 
  

            12.500.000,00  
PAD  Kota 
Bontang   

8 01 01 2.06 04 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor   

Paket 
  

Kota 
Bontang   

9 Paket 
  

          106.334.863,00  
PAD  Kota 
Bontang   

8 01 01 2.06 05 
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan   

Paket 
  

Kota 
Bontang   

10 paket  
  

            54.000.000,00  
PAD  Kota 
Bontang   

8 01 01 2.06 09 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD   

Laporan 
  

Kota 
Bontang   

127 Laporan 
  

      1.101.582.198,00  
PAD  Kota 
Bontang   

8 01 02     PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN           542.000.000,00  
PAD  Kota 
Bontang   

8 01 02 2.01   Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan           542.000.000,00  
PAD  Kota 
Bontang 
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8 01 02 2.01 03 

Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan 
Sejarah Kebangsaan 

  Orang   
Kota 

Bontang 
  1200 orang              255.855.000,00  

PAD  Kota 
Bontang 

  

8 01 02 2.01 04 

Pelaksanaan 
Koordinasi di Bidang 
Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan 
Sejarah Kebangsaan 

  Orang   
Kota 

Bontang 
  256 Orang             286.145.000,00  

PAD  Kota 
Bontang 

  

8 01 03 
    

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK 
DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 

      1.443.200.000,00  
PAD  Kota 
Bontang   

8 01 03 2.01 
  

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 

      1.443.200.000,00  
PAD  Kota 
Bontang   

8 01 03 2.01 03 

Pelaksanaan 
Kebijakan Di Bidang 
Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik,   

Orang 

  

Kota 
Bontang 

  

330 Orang 

  

      1.438.700.000,00  
PAD  Kota 
Bontang 
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Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 

8 01 03 2.01 05 

Pelaksanaan 
Monitoring ,Evaluasi 
dan Pelaporan Di 
Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah   

Laporan 

  

Kota 
Bontang 

  

13 Laporan 

  

               4.500.000,00  
PAD  Kota 
Bontang 

  

8 01 04 
    

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN           184.000.000,00  
PAD  Kota 
Bontang   

8 01 04 
2.01   

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 
Kemasyarakatan 

          184.000.000,00  
PAD  Kota 
Bontang   
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8 01 04 2.01 03 

Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
mediasi sengketa 
ormas, pengawasan 
ormas dan ormas 
asing di Daerah   

Orang 

  

Kota 
Bontang 

  

200 0rang 

  

          104.108.139,00  
PAD  Kota 
Bontang 

  

8 01 04 2.01 04 

Pelaksanaan 
Koordinasi di Bidang 
Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
mediasi sengketa 
ormas, pengawasan 
ormas dan ormas 
asing di Daerah   

Orang 

  

Kota 
Bontang 

  

200 0rang 

  

            79.891.861,00  
PAD  Kota 
Bontang 

  

8 01 05 
    

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA           773.000.000,00  
PAD  Kota 
Bontang   

8 01 05 2.01 
  

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya           773.000.000,00  
PAD  Kota 
Bontang   

8 01 05 2.01 03 

Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan 
Fasilitasi Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di   

Orang 

  

Kota 
Bontang 

  

150 orang 

  

          486.429.588,00  
PAD  Kota 
Bontang 
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Daerah 

8 01 05 2.01 04 

Pelaksanaan 
Koordinasi di Bidang 
Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan 
Fasilitasi Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah   

Orang 

  

Kota 
Bontang 

  

100 Orang 

  

          256.007.750,00  
PAD  Kota 
Bontang 

  

8 01 05 2.01 05 

Pelaksanaan 
Monitoring, Evaluasi 
dan Pelaporan di 
Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di   

Laporan 

  

Kota 
Bontang 

  

12 Laporan 

  

            30.562.662,00  
PAD  Kota 
Bontang 
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Daerah 

8 01 06 
    

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI 
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 

          783.350.249,00  
PAD  Kota 
Bontang   

8 01 06 2.01 
  

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 
Sosial 

          783.350.249,00  
PAD  Kota 
Bontang   

8 01 06 2.01 04 

Pelaksanaan 
Koordinasi di Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerjasama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan Antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah   

Orang 

  

Kota 
Bontang 

  

425 Orang 

  

          768.350.249,00  
PAD  Kota 
Bontang 
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8 01 06 2.01 05 

Pelaksanaan 
Monitoring, Evaluasi 
dan Pelaporan di 
Bidang Kewaspadaan 
Dini, Kerjasama 
Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan Antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah   

Laporan 

  

Kota 
Bontang 

  

12 Laporan 

  

            15.000.000,00  
PAD  Kota 
Bontang 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 

 

3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 

yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja.  Dalam penyusunan perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi dokumen rencana pembangunan jangka menengah 

daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan 

rencana kerja perangkat daerah tetap mengakomodir pelaksanaan urusan bidang 

kesatuan bangsa dan politik sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.   

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menetapkan tujuan, yaitu 

“Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-

nilai Pancasila, UUD 1945 dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup 

berbangsa dan bernegara”.  Adapun sasaran strategis yang akan dicapai dalam 

renstra yaitu :  

1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas 

kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama dan golongan. 

2. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan 

berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi. 

3. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap idiologi bangsa, wawasan 

kebangsaan, dan bela negara. 

        Sedangkan Kebijakan yang tertuang pada pelaksanaan pada Perangkat Daerah 

Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu  meliputi : 

1. Penguatan ideology pancasila dan karakter kebangsaan 

2. Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan 

politik dan pengembangan etika serta budaya politik 

3. Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan 

4. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya, dan 

5. Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi 

penanganan konflik social. 

 

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD 



[Pick the date] 

P a g e  24 | 44 
 

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci 

keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. 

Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program 

dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran 

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang 

bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. 

Keselarasan antara dokumen rencana kerja tahunan, renstra perangkat daerah 

dengan  RPJMD penting karena pencapaian RPJMD ditunjang oleh kinerja setiap 

perangkat daerah.  Tujuan Badan Kesbangpol adalah “Meningkatnya Kondusifitas 

Wilayah” dan Indikator Tujuan adalah Kejadian gangguan keamanan dalam negeri 

berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, politik dan ekososbud dengan 

keterangan yaitu Penurunan kejadian gangguan keamanan dalam negeri. 

Tujuan tersebut merupakan kondisi yang ingin diciptakan oleh Badan 

Kesbangpol dalam lima tahun yang akan datang. Oleh karena itu, setiap unsur Badan 

Kesbangpol bekerja dengan mempedomani tujuan tersebut. 

Gambar 3.2.1  

Keterkaitan Tujuan Renstra Badan Kesbangpol dengan RPJMD 2021-2026 

Misi ke -1  RPJMD adalah sebagai berikut : 

Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan dan sinergi, kolaborasi 

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara 

nyata oleh Badan Kesbangpol dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih 

spesifik dan terukur dalam suatu indicator beserta targetnya. Dalam sasaran dirancang 

pula indicator sasaran. Yang dimaksud dengan indicator sasaran adalah ukuran tingkat 
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keberhasilan pencapaian sasaran disertai dengan rencana tingkat capainnya (target 

masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 

tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang akan 

ditetapkan dalam rencana strategis. 

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesbangpol Kota Bontang dalam kurun 

waktu tahun 2021 – 2026, yaitu sebagai berikut  

Tabel 3.2.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol  Tahun 2021 - 2026 

 

 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN  

Program pembangunan merupakan instrumen yang berisi kegiatan-kegiatan yang 

akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan 

pembangunan, serta memperoleh alokasi anggaran atau merupakan kegiatan masyarakat 

yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Program juga  merupakan keterpaduan 

kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil tertentu yang 

2021           

( Awal )
2022 2023 2024 2025 2026

Meningkatnya 

kerukunan dan 

toleransi 

masyarakat 

dalam 

kehidupan 

berbangsa dan 

bernegara

Kejadian Gangguan 

Keamanan Dalam 

Negeri berlatar 

belakan ideologi 

radikal, isu 

separatisme Politik 

dan Ekososbud

Meningkatnya 

keamanan dan 

ketertiban umum 

serta keharmonisan 

dan kualitas 

kehidupan 

masyarakat 

berlatarbelakang 

ideologi radikal, isu 

separatisme, politik 

dan ekososbud

1 Presentasi 

Penurunan jumlah 

peristiwa gangguan 

keamanan dalam 

negeri berlatar 

belakang ideologi 

radikal, isu 

separatisme, 

sumber daya 

ekonomi (sengketa 

lahan dan sumber 

daya alam)   

36 43 43 50 50 57

Meningkatnya 

kesadaran dan 

pemahaman 

masyarakat tentang 

kehidupan 

berpolitik demi 

terwujudnya 

stabilitas kehidupan 

berdemokrasi

2 Persentase 

pembinaan politik 

terhadap aparatur 

dan masyarakat di 

daerah

40 60 72 80 88 100

Meningkatnya 

pemahaman 

masyarakat 

terhadap idiologi 

bangsa, wawasan 

kebangsaan, dan 

bela negara

3 Persentase 

pembinaan 

terhadap 

masyarakat tentang 

Ideologi Negara,    

wawasan 

kebangsaan dan 

bela negara

36 36 50 63 88 100

Target ( Persen )

Tujuan Indikator Sasaran Indikator Sasaran
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dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol Kota  Bontang guna mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan .   Program yang menjadi kewenangan internal organisasi perangkat 

daerah  Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Bontang adalah sebagai berikut: 

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 

c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui 

Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 

d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 

f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi 

Penanganan Konflik Sosial 

 Selanjutnya keenam program tersebut diuraikan menjadi beberapa kegiatan  Badan 

Kesbangpol Kota Bontang, sebagai berikut: 

a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memuat 2 sub kegiatan 

b. Administrasi Keuangan memuat 4 sub kegiatan 

c.      Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 Sub kegiatan 

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Sub 

kegiatan 

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Sub 

kegiatan 

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Sub kegiatan 

g. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 Sub kegiatan. 

h. Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi 

Pancasila  dan Karakter Kebangsaan memuat 2 sub kegiatan 

i. Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan 

Politik,  Etika Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan 

Pemerintahan, Perwakilan  dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan 

Umum Kepala Daerah, serta  Pemantauan Situasi Politik memuat 2 sub 

kegiatan 

j. Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan 

 dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan memuat 2 sub kegiatan 

k. Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan 

 Ekonomi, Sosial dan Budaya memuat 3 sub kegiatan 

l. Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional 

 dan Penanganan Konflik Sosial memuat 2 sub kegiatan 
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Sub kegiatan dari kegiatan adalah sebagai berikut : 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

b. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. 

e. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 

f. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 

g. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

h. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

j. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan 

l. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

m. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

n. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

o. Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor 

p. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

q. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

r. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

s. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

t. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, 

Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 

u. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, 

Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 

v. Pelaksanaan Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika 

Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, 

serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 

w. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi 

dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah 

x. Pelaksanaan Kebijakani di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi 

dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah 
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y. Pelaksanaan Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, 

Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 

Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 

z. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 

Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 

aa. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, 

Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 

Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta 

Penanganan Konflik di Daerah 

bb. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan  Dini, Kerjasama Intelijen, 

Pemantauan Orang Asing, TKA dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar 

negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di 

Daerah. 

 

 Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat dan perumusan program dan 

kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang akan direncanakan 

berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait, Program dan Kegiatan Rencana 

Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2022.  Prakiraan pagu pada rencana anggaran tahun 2021 

dan tahun 2022 bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan di daerah.  
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BAB IV 

P E N U T U P 

 

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 menjadi sangat penting artinya dalam 

mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan 

pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam 

mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan 

pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) 

dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan 

Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan 

mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down 

effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output 

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang adalah Program 

Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang yang sesuai dengan 

Tupoksi dan sasaran Program Badan Kesbangpol Kota Bontang. 

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesbangpol Kota Bontang selain menjadi 

pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan 

kinerja Pemerintah Kota. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, RENJA 

juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam 

satu tahun  bagi seluruh jajaran Badan Kesbangpol Kota Bontang. RENJA juga memberikan 

umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan 

rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kesbangpol 

Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa 

datang. 

    Bontang, ……………. 2022 

Kepala Badan, 

 

 

             Drs. Ibnu Gunawan, M.Si 
    NIP. 19690917 199003 1 009 


